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PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 157 TAHUN 2012

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH { KOMINDA )
KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM

‘Menimhang ' a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9@ ayal (2} Peraturan Menter

2 Dalam Megeri Nomar 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menten Dalam Negeri Momor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Inteljen
Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tenfang
Komunitas Intelien Dagrah (KOMINDA} Kabupaten Muara Enim.

k.  bahwa berdasaran perbmbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas,
perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan Bupat Muara Erim.

Mengingat : 1. Undang-Undang Momor 28 Tahun 1958 tentang Pembentukan Uaeran
Tingkat [l Kolapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republix
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Megara Republs
Indonesia Momor 1821);

2. Undang-Undang Momor 2 Tahun 2002 tentang Kepalisian Negara Republik
Indanesia (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2002 MNomor Z,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noemor 4168

3. Undang-Undang MNomor 3 Tahun 2002 tentang Ferahanan MNegara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia NMomaor 4 185),

4. Undang-Undang MNomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401},

5. Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daarah
iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
-mibaran piegara omaor 4437), sebagaimansa 1eiah beberapa kall diubah

rerakhir Er‘gan Undang-Lindang Nomar 12 Tahun EEIEIE (Lembaran Negara
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15.

Menatapkan :

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indoness

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambanan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinas) Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Megara Republix Indonesia Tahun
1988 Momar 510, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3375);

Peraturan Pemerintah Momar 38 Tahun 2007 tenfang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomar 82, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomar 4737},

Peraturan Prasiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pangkoordinasian Operasi dan Kegiatan Inteljen Saluruh Instansi Dalam
rangka Deteksi Dini Ancaman. Tantangan, Hambatan dan Gangguan
(ATHG) terhadap Stabilitas Nasicnal Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Paraturan Menten Dalam Negeri Momar 18 Tahun 2011 tenlang Parubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Megern Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Komunitas Intehjen Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 53 Tabhun 2071 tentang
pembentukan Produk Hukum Daarah;

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewsnangan Pemerintahan Daerah
¥abupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun
2008 Namor 10),

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nemor 15 Tahun 2008 tentang
Pambentukan Organisasi dan Tata Kera inspektorat, Satuan Palisi Pamaong
Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomar 25},

MEMUTUSHKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG HKOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
(KOMINDA) KABUPATEN MUARA ENIM

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pa=al 1

Dralam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1

2

[aerah adalah Kabupaten Muara Emim

Femerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Erim.

Bupati adalah Bupat Muara Enim.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.



. Intelijan adalah segala usaha. kegiatan dan findakan yang ierorganisir dengan manggunaxan
metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadap dan ssluruh
aspek kehidupan untuk disampaikan kepada Bupati Muara Enim sebagi bahan perfimbangan

dalam mengambil keputusan

6. Komunitas Intelijen Dasrah Kabupaten Muara Erim yang selanjutnya disebut Kominda
adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur Pimpinan Daerah
Kabupaten Muara Enim terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat dan Dinas Instansi terkait yvang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupal.

7. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan kelompok maupun instansi terentu
yang dapat memberikan data, nformasi atau kelerangan untuk kepeantingan tugas intelijen.

B, Unsur pimpinan daerah Kabupaten adalah Bupati, Komandan Kodim, Kepala Kepaolisian
Resor, Kepala Kejaksaan Negeri dan Unsur pimpinan daerah yang lain yang tertnggi di
Kabupaten,

9. Unsur pimpinan Intelijen Pusat adalah Direktur Jenderal Kesaluan Bangsa dan Politik,
Kepala Badan Intelijgn MNegara, Asisten Inteljen Panglima Tentara Masional Indonesia,
kKepala Badan Inteljen Strategis, Kepala Badan Inteljen Keamanan, Jaksa Agung Muda
Intelijen Kejaksaan dan Direktur Intalijgn Imigrasi.

210 Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan bak dari dalam maupun luar negeri yang dinilai
membahayakan kedaulatan keutuhan wilayah MNegara Kesaluan Republik Indonesia, dan
keselamatan seqgenap bangsa serta kepentingan nasional lainya.

11.Badan Kesatuan Bangsa, Peolitik Dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan
Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Muara Enim.

BAB I
PEMBENTUKAN
Pasal 2
De.ngan Peraturan Bupati ini dibentuk Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Muara
e :EI'IHT'I
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PENYELENGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
Fasal 3

{1) Penyelengaraan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA} di Kabupaten Muara Enim menjadi
tugas dan fanggung jawab Bupati.

{2} Tugas dan Kewajban Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {1 ) meliputi .

a Mambina dan  memelihara ketentraman dan  ketertiban masyarakat terhadap
kemungkinan timbulnya ancaman stahilitas nasional di daerah.

b Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal oi Kabupaten Muara Enim
sebagai janingan Intelijen;dan.

c. Menjamin terlaksananya kegiatan operasional Komunitas Intelijen Daerah di Kabupaten
Muara Enim
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Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagamans omaxsud ©

didelegasikan kepada unsur infelijgn Kepaolisian Negara Kepublx [ngoness
BAB IV

KEANGGOTAAN, TUGAS DAN HUBUNGAN KERJA
Fasal 4

Keanggotaan Komunitas Inteslijgn Dasrah (KOMINDA) sebagamana dimaksud dalam Pass

2 terdiri dari

a. Ketua : Bupati

b. Pelaksana harian  ; Unsur Intelijen dan Kepaolisian Negara Republik Indonesia

c. Sekretaris . Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Paolitik dan Perlindungan
Masyarakat

d. Keanggotaan : 1. Posda Badan Intelijen Megara

2, Unsur Intelijen Tentara Nasinal Indonesia

3. Unsur Intelijzn Kepolisian Megara Republik Indonesia
4, Unsur Intelijen Kejaksaan Negeri

5. Unsur Intelijen Imigrasi

6. Unsur Instansi terkait

Tugas Komunitas Intelijen Dasrah (KOMINDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah;

a. Merencanakan, mencar, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan
informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi,
gejala, atau peristiwa yang meanjadi ancaman stabilitas nasional di daerah;

b. Membenkan rekemendasi sebagai bahan perimbangan bagi unsur pimpinan dasrah
Kabupaten mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini
terhadap ancaman stabilitas nasional di dasrah.

BABYV
SEKRETARIAT

FPaszal &

Dalam melaksanakan tugas Komunitas Intshjen Daerah (KOMINDA)} dibaniu  alzh
Sekretariat Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)

Sekretarial Komunitas Inteljen Daerah (KOMINDA) dilaksanakan oleh Unit Kerja pada
satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesatuan Bangsa, Polilik dan Perlindungan
Masyarakat,

sekretariat  Komunitas  Inteljen  Daerah  (KOMINDA) dalam melaksanakan  fugas
bertanggungjawab kepada Sekretaris Komunitas Intelijen Daerah,

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 6
Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelengaraan Komunitas Inlelijen Daerah
(KOMINDA) di Kabupaten dilakukan Menteri dalam Megeri melalui Direktorat Jenderal

Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kepala Badan Intelijen Negara melalui Deputt Urusan
Femerintahan Dalam Negen.

Fengawasan terhadap penyelengaraan Komunitas Inteljen Daesrah (KOMINDA) 2
Kahunaten dilakiukan aleh Gubaermnr
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(3) Pelaksanaan penyelengaraan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten di
Laporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusannya kepada Menter Koordinator
Politik. Hukum dan Keamanan, Mentari Dalam Negen, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum
dan Hak Azazi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Megara, Jaksa Agung
Republik Indonesia, Panglima Tentara Masional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia serta unsur pimpinan daerah Fravinsi,

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala sefiap 3 (tiga)
bulan pada bulan Januan dan April, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

(5) Dalam keadaan mendesak, mekanizme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) disampaikan secara lisan seria dapat melampaui hirarkhi yang ada, dengan
ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

BAE VI
PEMBIAY AAN

Pasal 7

Biaya yang diperlukan uniuk pelaksanaan tugas Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA} dan
Sekretarial Komunitas Inteljen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Muara Enim dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal &
Hal-hal yang beslum diatur dalam Peraturan Bupat ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya
akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupat

Fasal ¥
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar sstiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penampatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Emm

]
I:Iite-'_ap'mah di Muara Erim
pada Tangrgai. o manuot 2012
i
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Diundanakan di Muara Enim
pada langga 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

TAUFIK RAHMAN

BEERITA MAERAH KABRIIPATEN MIUIARA EMIM TAHUN 2012 NOMOR SER|



